A sk SALINAN
A 7
NS e ¥

§'
oy “»‘ )"A \.‘\(

Ll

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
AN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

& bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena
adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh
penyelenggara negara; '
bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemepptahan
yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang
bebas dari benturan kepentingan;

PEDOM

Menimbang

C. bahwa pemahaman yang tidak seragam .mengenai
Benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang
beragam dan sangat berpengaruh pada  performance
kinerja penyelenggara negara,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan -
Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan Keuan_gan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian  Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik  Indonesia

Tahun 2008 Nomor 127);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran — negara  Republik
Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

U

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran negara Rpeublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

~]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR,;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pedoman wumum penanganan benturan kepentingan adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Agar

SCtiL - 1
pel‘atUranq% orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Kabupat upati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerap

en Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Baﬁia n Hukum

ke

S~

—<A_a

ZUU@I\: HADIDH

NIP. 19‘(5031 1199031009

v
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

LINGKUNGAN KABUPATEN KARANGANYag

PEDO
MAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Pendahulyay,
A. Umum

Benturan ¥ upakan suatu kondisi dimana
Pertimbangan ker?rigggigan mrrclz‘:pf:ngaruhi dan/atau  dapat
:?Jfézbs’mgkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban

. FPer timbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan
Pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau
mereduksi  gagasan yang dibangun berdasarkan  nalar
profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang  darj
orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada
Pen){elenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik
menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk  melaksanakan  tugas-tugas dalam  proses
pembangunan nasional sangat diperlukan adanya.penyelenggara
negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan
neoptisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara
mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk
memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga
mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian
kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus
mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
atau golongan.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud diatas dengan
berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang mengatur pembatasan
dengan tujuan terhindarnya dari situasi atau kondisi benturan
kepentingan seperti peraturan pemerintah mengenai larangan PNS
menjadi anggota parpol, pembatasan kegiatan pegawai negeri
dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan kegiatan pegawai
negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan

kesederhanaan hidup.

B. Tujuan
Tujuan dari pedoman umum penanganan benturan kepentingan

ini adalah :

1. Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk
mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.

2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal,
mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan
secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja
pejabat yang bersangkutan.

3. Mencc_egah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan

kerugian negara.

Menegakkan integritas.

Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

I el
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C. D
- Dalam
per - ,
aturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
) B("ml—lmn ke 2 . Py
nNegara cpentingan adalah  situasi dimana penyelenggara
Pl'ibn(({i lm("mliki atau patut diduga memiliki  kepentingan
mCmp(\ C!lmd{lp sclinp penggunaan wewenang sehingga dapat
2. p(‘l]ycl"1£1111‘11111 kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
Penm, B8ara - negara  adalah pejabat  pemerintah,  dan
3 ngawas. ’
. Instans; ]
anst pemerintah adalah instansi pcmcrmtah pusat dan

dacrah,

Lembag; .
Po bﬂ.g.l Publik adalah lembags
merintah,

D. Pejc i .
Jabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan:

, publik di lingkungan instansi

1.

bi ling.ku“gan Eksekutif ]
a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pel.‘lgambllan
Secara lebih knhusus

keputusan dan penentuan kebijakan.
Pejabat Tata Usabha Negara

dalam pengertian ini adalah
yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan
mengambil Tindakan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha
Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
iberi tugas, tanggung

. Perencana, pejabat pemerintah yang d
uh oleh pejabat yang

jawab, wewenang dan hak secara pen
berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan

pada unit perencanaan tertentu.
h yang mengawasi tugas dan

Pengawas, pejabat pemerinta
dengan kaidah yang berlaku,

fungsi eksekutif agar sesuai
dalam hal ini adalah: para pemeriksa, auditor, dan
di lingkungan  Pemerintah Kabupaten

pengawas

Karanganyar.
Jabatan fungsional guru, yaitu jabatan fungsional yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan

wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

Dokter, vaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarand
pelayanan kesehatan

Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai,
petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit
organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan
ublik termasuk pelaksana pelayanan publik di lembaga
eksekutif, yudikatif dan lembaga nonstruktural.

Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan
verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

Scanned by CamScanner



e tk PG 5
) el;akpk ) ge}‘:’m Negeri Sipil yaity semua pejabat yang
* Pejabg ittah ko "8 penyidikan di - dalam lingkungan
BUpa?-t/ngn\vai ABupaten Karanganyar. . i
B arg 1 (yal]g e cgeri lnin yang (]i;]ngkat. olch Bupatl/Wakl
enturan g, NRanyqy PMRhasilannya dibiayai olch APBD Kabupaten
B‘ebera pentingan '

dihg < Penty Sy
1 daploch k benturan i g terjadi dan

\ : in
. en cpentingan yang S€rl
Situagj v, Clenggara n S

yan § cgara adalah :
atay 8 menyebabkan seseorang mene

2 ??lutuSan /j abi;:gg/ penerimaan hadiah
asi : ; ,
unty lflk)éang menyebabkan penggunaan aset jabatan/ instansi
Situasj y'cl: €htingan pribadi/golongan. o
dipergUn rlig menyebabkan informasi rahasia J&
erang - 21 untuk kepentingan pribadi/golongan- .. .
hubug apan jabatan di beberapa instanst yang m tidak
seje Ngan langsung atau tidak langsung, sejenis atagb tan
urjltnllqs’ sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jaba
Sit - _kepentingan jabatan lainnya. berikan
uasi dimana seorang penyelenggara negara mem alam
ses  khusus kepada pihak tertentu misalnya da
rekrutmen peg Juti prosedur yang

S‘?harusnya_ awai tanpa mengl |
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak
?e‘?gil;uti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan
ari pihak yang diawasi. : .
Situasi dimanz;g kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi
dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilal.
Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan
sendiri besarnya gaji/remunerasi. _ ‘
10. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar
pekerjaan pokoknya) . )
11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang
menyalahgunakan wewenang.

rima gratifikasi
atas Suatu

o ®

B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, di lingkungan
Eksekutif:

1. Kebijakan yang berpihak  akibat pengaruh /hubungan

dekat/ketergantungan /pemberian gratifikasi;

9. Pemberian izin yang diskriminatif.

3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas
jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan
yang tidak profesional;

Melakukan komersialisasi pelayanan publik;

Penggdl}naan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan
ribadl.

f/lenjadi bagian dari pihak yang diawasi.

Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar,

dan prosedur. 1

9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.

10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain.

11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.

12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan
prosedur. ’ ’

&

o o

oot
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14, N p
LTBUg 8 dinilgg, Pihak y
Pengt; an
1S. P t‘m AN neyg, tumUtan iakss .
cl dikay, 8ara karep, p(J' sa yang dapat merugikan
g < PCnga ihak lai
t kal‘enﬂ )m Penyid; garuh pihak lain.

ANg memiliki kepentingan atas

ikan a AL i s
C. S“mber Chgaryl pihak l?ni:.g OB GHSTURSR: Bl
1 Penyea
Penyal e ab bcnturan kepenting,
men'lb Nagn Ingan

s at Wewenan
t\.lJUan kemeSan =

yaitu penyelenggara negara

alau tindakan yang tidak sesuai dengan
tpalu batas-batas pemberian wewenang yang

i aturan pPcrundang-undangan.
in atany U0 scorang_penyelenggara negara
nkan g AU lebih jabatan publik schingga tidak bisa
ol Jabatannya sccara profesional, independen dan

ubun a =
dimilikig Eleiﬁham (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang
tertenty by Seorang penyelenggara negara dengan pihak
maupyn ;ukb karena hubungan darah, hubungan perkawinan
ubungan pe at mempengaruhi
4 keputusannya. SR Pertemanan. yang dap penam
. Grati . X s .
uaitlﬁkaSI, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian
18, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
Perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
i Cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

- Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi
kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan

penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur budaya
dan organisasi yang ada.

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui
perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik:

a. penyelenggara negara harus memperhatikan asas umum
pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan
kepada masyarkat.

b. Dalam pengambilan keputusan, penyelenggara negara harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau
tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan
agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.

c. Penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur
kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan
tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya.
Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara
negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh
kepentingan dan afiliasi pribadinya.

d. Penyelenggara negara harus menghindarkan diri dari
tindakan pribadi yang diuntungkan oleh “inside information”
atau informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya,
sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
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Negarg

me a tid:

J'nglp-en mhiyang tid;{lk b‘O‘lch mencari atau menerima

: tidg " pclﬂksﬂnarl scharusnya schingga dapat

Ngamb; Cn;? tugasnya, Penyelenggara negara

s Perng (“' 1‘.Ungan yang tidak scharusnya dari

yang bel‘s hal dﬂlam ‘,’f‘gfmgnya termasuk mendapatkan
tan tidak J“}"ilt,;_ln terschut pada saat pejabat

ak lagi duduk dalam jabatan terscbut.

kan
€pentj keteriy)
) Ngan : faan Penanganan dan pengawasan benturan
yelenggara

€n
yang dllakukanncgara harus bersifat terbuka atas pekerjaan

mengikuti yp : ya. Kewajiban ini tidak sekadar terbatas pada
Mentaatj nﬂa,“g_-u‘ndang dan peraturan tetapi juga harus
erkepcntinganl'mla.l, pelayanan  publik ~ sepert bebas
memilik; integritas(dlsmtefestedness), tidak berpihak dan
ebent; as.
nega;tlr}l,iin g“badi dan hubungan afiliasi penyelenggara
arus diug apat menghambat pelaksanaan tugas publik
dikendalikar?(gjkapk.an dan dideklarasikan agar dapat
Penyelen an ditangani secara memadai. _
prosed ggara negara harus menyiapkan mekanisme dan
k ur pengaduan dari masyakarat terkait adanya benturan
Pepentmgan yang terjadi.
keny ?lenggara negara serta lembaga P
onsistensi dan keterbukaan dalam proses pen
penanganan situasi benturan kepentingan.
€. Penyelenggara negara serta lembaga publik harus mendorong
keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi
bgnturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang
ada.
f.  Penyelenggara negara serta lembaga publik harus dapat
memberikan akses kepada masyakarat untuk mendapatkan
berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan

kewenangannya.
g. Penyelenggara negara harus menyiapkan prosedur pengajuan
keberatan dari masyakat tentang penggunaan

kewenangannya.

ublik harus menjamin
yelesaian atau

Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan :

a. Penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa
agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi
penyelenggara negara lainnya dan masyarakat.

b. Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung

jawab atas peraturan urusan pribadinya agar dapat

menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan
sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk

mengidentiﬁ‘kasi dan menyelesaikan benturan kepentingan

yang n}eruglkan kepentingan publik apabila terjadi benturan
kepentingan.

d. Penyelenggara negara harus menunjukkan komitmen mereka

pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan

kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.

Penyelenggara negara  serta lembaga publik harus

bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya

sesuai peraturan perundang-undangan.
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& bug, i leran
o8 Pentipg.... YA organisasi yang tidak tol€
Kebijaje,, Publik pongan: 0 d
dalam lin’ Progeg t'rus menyediakan  dan mclaksanak:ilr}
b Lan Denal;g Ngan Praktck manajemen yang memadal

€mhb 8anan Si (Cr‘lfl yang dapat mendorong pengawasan
Uniyy a Publi 'aﬂm benturan kepentingan yang Cfektlféara
b tn S mendorong penyeclenggara ne
men‘mra e%éng'kap an dan mcm;f)agasy masalah-masalah

elindyne: Pe0lUNgan gar(n pais tentuan yang

h 8l kotep erta harus membuat ke yans
Plhak 154, Crbukaan darj penyalahgunaan  oleh pihak-

€mbagy ) ‘
budayag kfr;lgh!( harys menciptakan dan mempf?ﬂfahanl.{;r;
d dan bagaim Nikasi terbuka dan dialog mengenal integri

Lembg ane? mendorongnya, ,
Untuk gamgﬁibrillf{ harus memberi pengarahan danug;ﬁﬁizg
€volusi dinamigs fgkgn pemahaman sertah gilte(;lapkan dan
aplikas;j ketentuan irl ketentl'_lan yang tela
. o ersebut di tempat kerja.
: a
1. g:::y]z:ll;n; P?{nanganan benturan Kepentingan _

Dalam = Il Kerangka Kebijakan Benturan Kepentingan —

ke _Pehyusunan kerangka kebijakan penanganan D€ _

bentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait
dan perlu diperhatikan yaity :

a.  Pendefinisian  benturan kepentingan  yang berpotensi
membahayakan integritas instansi dan individu;

b.  Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan
kepentingan;

c. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan
kepentingan untuk  mendukung kepatuhan dalam
penanganan benturan kepentingan;

d. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan
penanganan benturan kepentingan.

e. Keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan
kepentingan;

f. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan
kepentingan;

g. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur

penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi.

0. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang
termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini
diperlukan penjabatan yang jelas mengenai situasi dan hubungan
afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang
bersangkutan. Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan
harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi
dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang
penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan
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\Y Faktor-faktor pendukung  keberhasilan
’ kepentingan-

1. Komitmen dan keteladanan pimpinan

Meskipun tanggung

an serta konsc beri contoh-
contoh . a konscling dengan membert =+ ]
bentul‘airil;gs dan ]angkah-langk%lh uni-{uk mengatasi situast
entingan.
C.  Deklarasi bentyr ;

,  perikut:
1 an kepentingan dengan cara sebagal
) Pelaporan atau pernyataan awal (disclosure) t"'“tang
adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan
d?ngalil pelaksanaan jabatannya pada saat S€ora
langkat sebagai penyelenggara negara; o
2) Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi

n
perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyatad
awal;

o bisa
3) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk

3 dan
menentukan tingkat benturan kepentinganh
bagaimana menanganinya.
d. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:
- ; roses
1) Dukungan administrasi yang menjaml_n.ef?ﬁ;gz:npbenar
pelaporan sehingga informasi dapat dinilal
dan dapat terus diperbaharui; _ oadi yang
2) Pelaporan dan pencatatan kepentingall | E;I;af 1 ems‘;aga
dilakukan dalam dokumen-dokumen 'rGS{{mn bagaimana
yang bersangkutan dapat rqenun;ukd an o angani
lembaga tersebut mengidentifikast a
benturan kepentingan.

Serangkaian tindakan yang di;')erlulfan agiblg:peniﬁ);:&g
penyelenggara negara berada dalam Sltl,}ilSl bentur e leng e
Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setela p.e y o
negara melaporkan situasi  benturan kepentingan ¥
i inya, antara lain adalah : -
ilhai’fr)llgzrangan (divestas) kepentingan pribadi penyelenggara
- jabatannya;
b ;Ziz?kgafl?r{a(recusa}{) dari proses penga}'r}b.ilan ke;')utusa.m
" dimana seorang penyelenggara negara memiliki kepen.tmgan, '
C Membatasi akses penyelenggara ne?’rfu.‘a. atas -mforr.naﬁ
" tertentu apabila yang bersangkutan r.nemxhkl kepentmgan,'
d Mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak
" memiliki benturan kepentingan; .
e Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab
' negara yang bersangkutan;

f pPengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang
" nenyebabkan benturan kepentingan;

Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan
& peraturan perundang—undangan_

penyelenggara

penanganan  benturan

awab untuk mengetahui benturan-benturan

kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang
penyelenggara negara akan tetapi lembaga-lembaga publik harus
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Peng ab )
k . Sanan e Pelaksap,.
OMitmep Nturap Aan gt
ka dan ket ] CDCnting.l

. Pemimpy;
mempergUnaka CDcntmgan_ p Mpin (

au implementasi kcebijakan
Untuk itu diperlukan
alam penanganan kasus-

empcrtim CWenan . pcmimpin/p(:jabat atasan wajib
e . angkan Bannya  gonn baik  dengan

Pentin CPentingan e ; _
Bawaj d, ¢mbaga, kepentingan publik,

| crbagai faktor lain,
Partlsipasi da

n ke .
Implementasi keterlibag,

kebijakq
membutuhkan keterlibn

1 para Penyclenggara negara.

untuk mencegah benturan kepentingan

Para Penyelen atan para pPenyclenggara negara. .

benturan kepff?ra Negara harus sadar dan paham tentang isu

mencegah ter; _lngan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus
g terjadmya benturan kepentingan.

negara dapat g Ng partisipasi dan keterlibatan penyclenggara

akukan antara lain dengan:
a.  Mempublikasikan

kebijakan penanganan benturan

kepentingan;

b Secara berkala mengingatkan penyelenggara negara adanya
kebijakan penanganan benturan kepentingan;

. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan
diketahui; -

d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan
kepentingan;

€. Memberi bantuan konsultasi dan nasehat bagi merft:)ka tyizg
belum memahami kebijakan penanganan | en uam
kepentingan, termasuk juga kepada plhak—plhalé) uar yang
berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang
bersangkutan.

ian Khusus atas Hal Tertentu
g:;};zgzg khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang

dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi benturan
i

ingan.
1;61?6;1 tinfang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara
al-ha

in adalah : .
o Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);

a. )
Gratifikasi;
(t:) " pekerjaan tambahan;
d. Informasi orang dalam;
' Kepentingan dalam pengadaan_barang;

Y Tuntutan keluarga dan korr}un1tas;
) Kedudukan di organisasi lain;
> ntervensi pada jabatan sebelumnya; dan
? " perangkapan jabatan.

perapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari
Beb¢€

: i benturan kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah
51tua5ntif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah:
reveAgenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya

supaya penyelenggara negara dapat mengantisipasi
kemungkinan terjadinya benturan.

a.
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aty
memu ~Hran
kepuu?s klnkan . g Jelag da
SeCar;EL Sgarika 2N prosedur yang efisien yang

C ! )
hoc, Al ("GCltsal) dari pengambilan

“Nangap

an B :
1 Chturan Kepentingan
y agar . PCnang, p g
ada : Sar keleak Nga

" han benturan kepentingan tidaklah
eOut berjalan sccara cfektif maka perlu

c aniS e . engan pCl‘atu
: Identifike;

Yang ada.

cn penangan

Crbahary;.

ran perundang-undangan.
untuk mendeteksi pelanggaran

an benturan kepentingan yang secara

Pemantau
Kebljak
an
dievaluasg;i I;Znanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan
Car.a berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan
ngan lingkungan yang terus berubah.

an dan EValLIasi
relevan de

Tinda :
DaJan'll{elzn lTel‘hadap Potensi Benturan Kepentingan

al terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan,
penyelenggara negara:

1. Dilarang melakukan transaksi dan /atau menggunakan aset

instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;

2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam
bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam
kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa.

3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara
uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.

4. Dilarang mengijinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam
bentuk apapun kepada penyelenggara negara.

5. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang

melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun
juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat
Jmenirnbulkan potensi benturan kepentingan.

: bersikap diskriminatif, tidgk adil 1_1ntuk memenangkan
6. Dllar:élii barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan
pean’su d untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi,

ma

a dan/atau golongan. . _
lgéll;lfgﬁg memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk
r’f 1

y ihak lain.
kt?pentlngiziﬁ secara langsung maupun tidak langsung dengan
8. Dilarang urut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
sengaja yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh
persewelljan’_ an ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
atau sebagl ernyataan potensi benturan kepentingan apabila
0. Membuat P hubungan keluarga sedarah dalam hubungan

ai
I{r;:ehr?;rgz};nti dengan penyelenggara negara.
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1. eorang
keputyga,. 18a ent

a . Ura .
dugaan ri)dapat m ]Sya‘ Ahkat v, " kepentingan
keputy emul‘an APorkar als "8 terkait
L San dan/g, CPenj AU memberika

apPorg / atay i Ingan ;i

N at . Undakgy, Pejabat
: Cran '
Pejab gan .
men(.:antu at Ngampyj) “rsebut disampaikan kepada atasan
ukti terkajt ldentitgg icl “PUlusan dan/atau tindakan dengan
3. Atasap langs Jelas pelapor dan melampirkan bukti-
S .
lap()ran g Ung pejabat terseh

. Mas ar N ut m : :
Apabna hagﬂ acli{at' palmg lamb emeriksa tentang kebenaran

‘Mbat 3 (tiga) hari kerja.
keputuSan dEln/ 2:1 pe-menksaan tersebut tidi{k benar maka
:erlaku_ A1 tindakan pejabat yang dilaporkan tetap
Pabila hasi 2

waktu 2 (duselll) }Fl) ;Firlksaan tersebut benar maka dalam jangka
kembali oleh ata ! Xeputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau
Pengawasan t San dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
hasil . erhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut

Pemeriks
oleh unsur pe

aan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan
ngawasan.

Satag; t

dalam pengambilan
n keterangan adanya
dalam menetapkan

VIII. Ketentuan Penutup

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar dipakai

sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani benturan
kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan
sungguh-sungguh oleh semua pihak terkait penyelenggaraan
negara. _ _

2. Menugaskan kepada semua pimpinan instansi pemermta}h untl.;xk.
menindaklanjuti panduan penanganan benturan .ke;_)en_tmgan ini
serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan
masing-masing. _

Pemantaunan dan evaluasi pelaksapaan penanganan benturan
= tingan dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur
llfleli;:::a égan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan instans

€

terkait.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO
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